
78 
 

BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh 

penulis terkait dengan pengelolaan dana bantuan sosial pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) pada BPKPD Kabupaten 

Malaka telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan penyaluran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Setiap tahapan pengelolaan telah dilaksanakan secara administratif melalui 

dokumen perencanaan seperti RKA-SKPD, DPA, SK penetapan penerima 

bantuan, serta laporan realisasi anggaran. 

2.  Dalam pelaksanaannya, pengelolaan dana bantuan sosial tunai masih 

menghadapi beberapa kendala, antara lain keterlambatan penyaluran 

anggaran, kurang optimalnya koordinasi antar instansi terkait, serta 

ketidaktepatan data penerima bantuan sosial yang menyebabkan tidak 

seluruh anggaran dapat direalisasikan secara maksimal. 

3. Pengelolaan dana bantuan sosial tunai yang belum optimal berdampak 

pada tidak meratanya penyaluran bantuan kepada masyarakat yang berhak 

menerima, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat serta kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. 
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6.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. BPKPD Kabupaten Malaka diharapkan dapat meningkatkan koordinasi 

antar instansi terkait dalam proses pengelolaan dana bantuan sosial, 

khususnya pada tahap perencanaan dan penyaluran agar bantuan dapat 

terealisasi secara tepat waktu dan tepat sasaran. 

2. Pemerintah daerah perlu melakukan pemutakhiran data penerima bantuan 

sosial secara berkala agar meminimalisir kesalahan sasaran penerima 

bantuan serta meningkatkan efektivitas penyaluran dana bantuan sosial 

tunai. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

cakupan yang lebih luas dengan membandingkan pengelolaan bantuan 

sosial pada instansi lain atau jenis bantuan sosial lainnya guna 

memperoleh hasil penelitian yang lebih komprehensif. 

  

 

 

 

 

 

 

 


